PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN STATUS

Menimbang

Mengingat

PENGGUINAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

bahrwa dalam rangka menindak lanjuti rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan serta dalam rangka menyikapi
perkembangan kondisi dan praktik umum yang berlaku di
masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan
Barang Milik Daerah, pemanfaatan Barang Milik Daerah
dalam bentuk sewa tanah dan/atau bangunan perlu
diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal
dengan* tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan
yang baik;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan
Menteri’ Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelnlaan Barang Milik Daerah, dimana Status
Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati teentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan
Penstanan Status Penggunaan Barang Milik Daerah.

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Desen Yegeara Republik
Indonesi:a Tahun 1945;

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1052 MNomer Q) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820j;



« )

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Iindonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 2018, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
'KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2.

Daerah adalah Kabupaten Berau.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.

Bupati adalah Bupati Berawu.
Sekretaris Daerah adalah IPengelola Barang milik Daerah.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan
koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Baremg Wilils Deaerah.
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(1)
(2)

3)

(2)

(3)

(4)

B

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah.

Penggunaan adalah kegia tan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
mengelola dan menatausiahakan barang milik daerah yang sesuai dengan
tugas dan fungsi PD yang bersangkutan.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
Ve e, dem pReqporan barang milik daerah sesuai dergarnt ketentuart
peraturan perundang-undangan.

Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah.

BAB II
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

Bupati menetapkan status Penggunaan Barang Milik Daerah.

Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan dapat dioperasikan oleh Pihak Lain
dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi PD
yang bersangkutan. '

Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada
Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya
dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan
Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna
Barang dan/atau kuasa pengguna Barang.

Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Bupati melalui
Pengelola Barang.

Bupati mencabut status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dapat dialihkan kepada
PD lainnya.

Dalam hal Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Bupati,
Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan
atas tanah dan/atau bangunan dimaksud.
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BAB III
PENGAJUAN PENETAPAN $STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

Standar operasional prosedur pengajuan dan penetapan status Penggunaan
Barang Milik Daerah meliputi:

a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang berada pada PD
yang bersangkutan kepada Pengelola Barang disertai usul penetapan status
Penggunaan;

b. Pengelola Barang melalu Pejabat Penatausahaan Barzmg, mene'it faporan
Barang Milik Daerah; dan

c. setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan PD, Pengelola Barang
mengajukan usul kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 5

(1) Pengguna Barang melalui pengurus barang pengguria wdajib melakukan
penatausahaan Barang' Milik Daerah yang ada pada pengguna terkait
dengan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah.

(2) Dalam hal Pengguna Barang Milik Daerah tidak melakukan penatausahaan
Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna
Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan Barang
Milik Daerah.

Pasal 6

Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB IV
PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

(1} Barang Milik Daerah dapat dilakukan pengalihan status.

(2) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan:
a. insiatif dari Bupati; dan

b. permohonan dari Pengguna Barang lama.

Pasal 8

(1) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah berdasarkan frssiatif dari

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan
dengan pemberitahuan terlebih dahulu Pengguna Barang.

(2) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

Pasal 7 ayat (2) huruf b dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang
lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan
Bupati.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai beerlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
da ta 17 Juli 2019
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Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 17 Juli 2019

JPATEN BERAU,

) GAZALI
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